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 ABSTRAK 
 
 Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Bagi Hasil Pengelolaan Kebun 
Duku Di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering 
Ilir. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana 
cara praktik bagi hasil pengelolaan kebun duku di Desa Celikah Kecammatan 
Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bagaimana tinjauan hukum Islam 
terhadap praktik bagi hasil pengelolaan kebun duku di Desa Celikah Kecamatan 
Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.  
 
 Berkenaan dengan itu teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data kualitatif yaitu jenis data yang berbentuk uraian dari 
masyarakat Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir 
yang didapatkan melalui penelitian ini, yaitu tentang cara pelaksanaan prakti bagi 
hasil pengelolaan kebun duku oleh masyarakat Desa Celikah Kabupaten Ogan 
Komering Ilir. 
 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, bagi hasil pengelolaan kebun 
duku di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir 
tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena bagi hasil pengelolaan dalam 
fiqih muamalah, yang sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hanya 
musãqahdalam kerja sama mereka perjanjian akad tidak dilakukan secara tertulis 
melaikan hanya dilakukan dengan lisan, atau bertemu antara kedua belah pihak 
dan tidak mendatangkan saksi dalam perjanjian tersebut. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PEDOMAN TRANSLITERASI  
 
 
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 
tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
1. Konsonan 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf 
dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan 
dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan 
Transliterasinya dengan huruf Latin. 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
 ط ṭa ṭ  te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain ....„... koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ..'.. Apostrof 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal  
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  
 
a) Vokal Tunggal  
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah  I I 
ـُــ Dammah  U U 
 
Contoh:  
 بتك -kataba 
لعف - fa„ala 
 رك ذ -żukira 
  بهذٌ  -yażhabu 
لئس -su'ila 
 
b) Vokal Rangkap  
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat 
dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda dan Huruf Nama  Gabungan huruf Nama  
ى .... Fathah dan ya Ai a dan i 
و.... Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh: 
فٌك - kaifa 
لوه - haula 
 
c) Maddah 
Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harkat dan 
Huruf 
Nama  
Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ى....  ا.... Fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas 
ى... Kasroh dan ya Ī i dan garis di atas 
و..و.. Dammah dan waw Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
لاق - qāla 
ًمر - ramā 
لٌق - qīla 
لوقٌ - yaqūlu 
 d) Ta' Marbutah  
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 
1) Ta Marbutah hidup 
Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan 
dammah, transliterasinya adalah /t/. 
2) Ta' Marbutah mati 
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 
/h/.Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
لافطلاا ةضور    -    raudatul al-atfal 
- raudatul al-atfal 
ةرونملا ةنٌدملا-   al-Madīnah al-Munawwarah 
-  
- al-Madīnatul Munawwarah 
 
e) Syaddah (Tasydid)  
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan   
sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah 
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 
diberi tanda syaddah tersebut.  
Contoh:  
انبر - rabbanā 
لزن - nazzala 
ربلا - al-birr 
معن - nu'ima 
جحلا - al-hajju 
 
f) Kata Sandang  
 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
qomariah. 
 
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti 
berikut: 
 
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah. 
Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan 
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  
Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis 
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 
sambung/hubung. 
Contoh: 
لجرلا  - ar-rajulu 
شمشلا - asy-syamsu 
عٌدبلا  - al-badi'u 
ةدٌسلا  - as-sayyidatu 
ملقلا  - al-qalamu 
للاجلا  - al-jalālu 
g) Hamzah  
Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan dengan opostrof. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan 
akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena 
dalam tulisan Arab berupa alif. 
Contoh: 
1) Hamzah di awal: 
 ترما  - umirtu 
لكا  - akala 
2) Hamzah ditengah: 
نوذخ أت - ta'khużūna 
نولك أت - ta'kulūna 
3) Hamzah di akhir: 
ءًش  - syai'un 
ءونلا  - an-nau'u 
  
h) Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi 
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. 
Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua 
cara, bisaa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
 
Contoh: 
نٌقزارلا رٌخ وهل الله نا و      - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn. 
- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn. 
 
نازٌملاو لٌكلا اوفواف   - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna. 
- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna. 
 
اهسرمو اهرجم الله مسب - Bismillāhi majrehā wa mursāhā. 
 
 وتٌبلا جح سانلا ىلع لله  - Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā‘a 
ilaihi sabīlā. 
 لاٌبس هٌلا عاطتسلا نم   - Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti 
manistatā‘a 
ilaihi sabīlā. 
 
 i) Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 
apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk 
menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu 
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap  huruf 
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
Contoh:  
 
لوسر لاا دمحم ام و      - Wa mā Muhammadun illā rasūl. 
 
تلل ساتنلل عتض و تتٌب لوا نااتكرابم ةتكبب يذ  – Inna awwala baitin wudi‘a  lin-nāsi 
lallażī 
       Bi Bakkata mubārakan. 
 
نارقلا هٌف لزنا يذلا ناضمر رهش     - Syahru Ramadāna al-lażī unzila fīhi 
      al-Qur'ānu. 
 
نٌبملا قفلاب هار دقلو       - Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni. 
 
نٌملعلا بر للهدمحلا        - Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna. 
 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan 
kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 
digunakan. 
 
 
Contoh: 
 بٌرق حتف و الله نم رصن      - Nasrum minallāhi wa fathun qarīb. 
  
  اعٌمج رملاا لله       - Lillāhi al-amru jamī'an. 
- Lillāhilamru jamī'an. 
 
 مٌلع ءًش لكب اللهو      - Wallāhu bikulli syai'in ‘alīmun. 
 
j) Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu 
peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Agama Islam mengatur manusia dalam melaksanakan kerjasama, tanpa 
kerjasama maka tidak akan dapat memenuhi semua keinginannya. Semua manusia 
diciptakan dalam keadaan lemah dan kekurangan. Hubungan antar manusia yang 
ada di dunia ini sangat lah penting. Manusia melaksanakan  hidup bertetangga, 
kerjasama, bagi hasil dalam bidang pertanian, berekonomi dan sebagainya. Dalam 
kehidupan sosial, Nabi  Muhammad  SAW  mengajarkan  kepada  kita  semua  
tentang bermuamalah, dalam muamalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. 
Muamalah atau hubungan antara sesama manusia di bidang harta benda 
merupakan urusan duniawi, oleh karena itu semua bentuk akad dan berbagai cara 
transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak 
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara‟.1 
Ajaran  Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan 
perkebunan  maka harus di manfaatkan  dan  mengolahnya. Dengan demikian   
pengolahan  lahan  perkebunan tersebut  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara,  
diolah  sendiri  oleh  yang punya atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain 
untuk digarap dengan menggunakan  bagi hasil dan kerjasama. Kerjasama adalah 
ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih orang dalam 
mendistribusikan keuntungan (kerugian) sebuah bisnis yang berjalan, dengan
                                                          
1
Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 4 
  
seluruh atau salah satu dari mereka menanggungnya.
2
 Praktek  muamalah  pada  
pengelolaan  kebun dengan  cara  bagi  hasil dengan  pihak  lain ini terjadi 
disebabkan banyak  masyarakat  yang  mempunyai kebun,  tapi  tidak  dapat  
mengelolahnya. Oleh karena itu, timbulah kerja sama diantara keduanya  pemilik 
kebun menyerahkan kebunnya kepada petani untuk digarap hingga kedua pihak 
saling menguntungkan.
3
 Dengan demikian rasa tolong menolong tumbuh dan 
berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Hal  ini  sesuai  dengan  firman  
Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2 : 
َٕأبؼرٔ ٙهػأشجنأ ٕ٘قزنأبؼرلإَ ٙهػاىثلاا ٔٔذؼناٌا ٕٔقراااالله ٌا الله ذٚذش بقؼنا ة    
 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah 
kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.  
 
 Didalam ayat ini Allah memerintahkan umat muslim untuk saling tolong-
menolong dalam mengerjakan kebaikan dan taqwah yang termasuk pokok-pokok 
petunjuk al-Qur‟an. Karena ia mewajibkan kepada manusia agar saling memberi 
bantuan satu sama lain dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat 
manusia baik pribadi maupun kelompok.
4
 
 Bagi hasil dalam bidang pertanian dikenal dengan istilah al-musãqah.
5
 
Musãqah  yaitu  suatu akad  penyerahan  perkebunan  antara  pemilik kebun  di  
satu  pihak  dan  penggarap  di  pihak  lain  dengan  sistem  bagi  hasil.
6
 Sesuai 
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dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Di dalam musãqah 
terdapat beberapa pihak yang menyatakan  dirinya  menyerahkan  sebidang  kebun  
sedangkan  pihak  lainnya berikrar untuk mengelolah kebun tersebut. Dan hasil 
yang di dapat akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.  
Kerjasama yang dipraktekkan masyarakat di Desa Celikah Kecamatan 
Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam  mengelola kebun duku 
miliknya  mereka  memperkerjakan  orang lain  untuk  menggarapnya  dengan  
sistem  bagi  hasil. Dilakukan  atas  dasar  kekeluargaan  dan  kepercayaan  
masing-masing  pihak,  dan  menurut  kebiasaan  masyarakat  setempat,  akad 
dilaksanakan  secara  lisan  tanpa  disaksikan  oleh  saksi-saksi  dan  prosedur 
hukum  yang  mendukung.  Pelaksanaan  tersebut  tidak  mempunyai  kekuatan 
hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa telah terjadinya kerjasama 
kedua belah pihak. Meskipun ketentuan-ketentuan dan syarat sudah ada, tapi  
sering  terjadi  kesalah fahaman  antara pemilik  kebun  dengan  penggarap dari  
segi  hasilnya. Seperti misalnya  laporan hasil kebun tidak sesuai dengan yang di 
peroleh,  penggarap  menjual  hasil  kebun duku secara  diam-diam kepada  orang  
lain  tanpa  sepengatahuan  pemilik  kebun, menetapkan harga yang tidak sesuai. 
Kesalah pahaman ini disebabkan oleh jarak kebun dengan kediaman pemilik 
kebun jauh, sehingga sering terjadi perselisihan antara pihak penggarap dan 
pemilik kebun. 
Dari sinilah penyusun menelusuri dan meneliti apakah bagi hasil ini 
terdapat penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain. Adanya 
raelitas menarik untuk diteliti dan diangkat dalam pembahasan skripsi. Alasan 
  
pemilihan lokasi di Desa Celikah, karena masyarakat di Desa tersebut mayoritas 
kerja menjadi tani dengan sistem bagi hasil dan respondennya lebih banyak 
dibandingkan dengan desa-desa lain. Jadi peneliti mudah mendapatkan responden 
yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan dalam penelitian.  
Untuk mengetahui lebih jelas tentang pelaksanaan bagi hasil pengelolaan 
kebun duku tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti secara langsung ke 
lokasi, sehingga dapat diketahui fenomena-fenomena yang terjadi dalam 
masyarakat, dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi 
Akad Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duku Di Desa Celikah Kecamatan 
Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. 
 
B. Rumusan Masalah 
Untuk membahas masalah ini lebih lanjut, luas dan mendalam maka 
dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana implementasi akad bagi hasil pengelolaan kebun duku di Desa 
Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan komering Ilir? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad bagi hasil 
pengelolaan  kebun duku di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten 
Ogan Komering Ilir. 
 
C. Tujuan PenelitianTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 
1. Untuk  mengetahui  praktik  pengelolaan  bagi  hasil hasil kebun duku di 
Desa Celikah Kecamatan kayuagung Kabupaten Ogan komering Ilir? 
  
2. Untuk  mengetahui analisis  hukum  Islam  terhadap praktik pengelolaan  
bagi hasil kebun duku di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung kabupaten 
Ogan Komering ilir? 
 
D. Penelitian  Terdahulu 
Yustin Yuliza 2007 telah mengadakan penelitian tentang “Tinjauan Hukum 
Islam Terhadap Sistem Bagi hasil Kebun Kopi (Studi kasus pada masyarakat 
Desa Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten lahat).” Dalam tulisannya 
menerangkan bahwa dalam sistem bagi hasil kebun kopi Desa Penantian 
Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat adalah pemilik lahan tidak dapat mengelola 
sendiri kebunnya, sedangkan dipihak lain ada orang yang mau untuk 
mengelolanya. Dengan adanya hal demikian maka timbul suatu kerja sama 
dengan akad bagi hasil antara kedua belah pihak. 
 Kemas Asmir 2001 telah mengadakan penelitian tentang “Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
Syari‟ah Al falah Serta Dampak Ekonomi Nasabah Di Desa Suka Jadi Kecamatan 
Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin.” Dalam tulisannya menerangkan 
bahwa sistem bagi hasil dalam perbankan syari‟ah seperti BPRS Al Falah yang 
diterapkan dalam akad Mudharabah, akad ini dibolehkan dalam Islam karena 
bertujuan saling membantu dalam modal ini. Islam memberikan kesempatan 
untuk saling bekerja sama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil 
dalam memproduktifkan modal itu. Kebolehan melakukan transaksi mudharabah 
  
ini, tampaknya berdasarkan praktik yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad 
SAW di dalam kerja sama dengan Khadijah r.a. 
 Hanif Aprilia 2016  telah mengadakan penelitian tentang “Sistem Bagi 
Hasil Tangkap Ikan Menurut Ekonomi Islam (Studi kasus pada Masyarakat 
Nelayan Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon).” Dalam 
tulisannya menerangkan bahwa dalam sistem bagi hasil tangkapan ikan Desa 
Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon adalah nelayan yang 
kurang mampu yang hanya mempunyai perahu kecil untuk dirinya sendiri dan alat 
penangkap ikan yang sederhana. Adapun kerja sama penangkap ikan di Desa 
Gebangmekar menggunakan konsep kerjasama syirkah. Dengan adanya hal 
demikian maka timbul suatu kerja sama dengan akad bagi hasil antara kedua belah 
pihak. 
 Unggul Priyadi 2015 telah mengadakan penelitian tentang  “Pelaksanaan 
Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah (Studi kasus di Kecamatan 
Gamping Kabupaten Sleman, Yogyakarta).” Dalam tulisannya menerangkan 
bahwa dalam sistem bagi hasil pertanian lahan sawah di Kecamatan Gamping 
Kabupaten Sleman dapat diketahui bahwa secara keseluruhan menyatakan tidak 
mengetahui adanya hukum Islam tentang kerjasama dalam pertanian. Pelaksanaan 
bagi hasil yang dilakukan berdasar atas kebiasaan yang terjadi turun menurun. 
Perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat sudah dapat dilaksanakan 
berdasarkan kebiasaan yang sudah berlangsung di masyarakat pada umumnya. 
Kajian fiqh muamalah sangat luas bukan hanya dibidang perekonomian 
saja tetapi dalam bidang pertanian dan juga perkebunan. Bidang dalam fiqh 
  
muamalah yang membahas tentang bidang pertanian ialah mużãra‟ah dan 
mukhabarah, sedangkan kerjasama dalam bidang perkebunan dalam istilah fiqh 
muamalah dikenal denganü.
7
 
Dari empat penelitian tersebut telah membahas dinamika sistem bagi hasil 
di daerah penelitian masing-masing, dan dari penelitian-penelitian yang telah 
dilakukan, belum ditemukan hasil penelitian yang membahas dan menganalisa 
masalah praktik bagi hasil pengelolaan kebun duku.  
 
E. Metode Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Penelitian di lakukan di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten 
Ogan Komering Ilir. 
2. Responden 
Pihak-pihak yang di jadikan responden dalam penelitian ini adalah  
masyarakat yang melakukan pelaksanaan bagi hasil pengelolaan kebun di 
Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan komering Ilir.  
Mengingat populasinya banyak maka sampel yang diambil penulis 
dibatasi Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 
sistem random (sistem acak). 
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3. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
Lapangan (field research).
8
Yaitu penelitian yang sumber data diambil 
secara langsung dilapangan. 
4. Jenis dan Sumber data 
a. Jenis data 
 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan 
yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-
prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).
9
 
Terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan kebun duku  di Desa Celikah 
Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Data kualitatif 
diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian.
10
 
b. Sumber data  
1. Data primer yaitu data  yang  diperoleh  secara  langsung 
dilapangan merupakan bahan pokok dalam pembahasan skripsi ini. 
Data primer  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diambil dari  
keterangan  hasil  wawancara pemilik kebun dan penggarap di 
Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering 
Ilir. 
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2. Data skunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka, terdiri 
dari buku-buku, internet karya ilmiah yang berhubungan dengan 
pembahasan masalah.
11
 
c. Teknik Pengumpulan Data  
Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis 
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:  
1. Observasi yaitu teknik  pengumpulan  data  dimana  peneliti 
mengadakan  pengamatan  secara  langsung,
12
 di Desa Celikah 
Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. 
2. Interview/wawancara yaitu suatu proses tanya jawab lisan antara dua 
orang atau lebih dengan berhadapan fisik secara langsung, keduanya 
saling bertatap muka dan mendengarkan suara.
13
 Metode wawancara ini 
ditujukan kepada pihak-pihak terkait, antara lain: 12 pemilik kebun, 8 
penggarap kebun duku dengan jumlah 580 kebun duku di Desa Celikah 
Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.  
3. Dokumentasi, yaitu dipergunakan untuk mendapatkan data sebagai data 
tambahan seperti untuk mengetahui keadaan wilayah, jumlah penduduk, 
dan lainnya. Dalam hal ini penulis mempelajari dokumen-dokumen serta 
lembaran-lembaran yang dianggap cukup penting seperti yang terdapat 
dikantor Kepala Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan 
Komering Ilir. 
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F. Sistematika Pembahasan 
Dalam hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk karya, yang terdiri dari 
lima bab dengan sistematika pembahasan berikut:  
BAB I : Yang mencakupi Latar belakang masalah, Rumusan masalah?, 
Tujuan     penelitian, Penelitian terdahulu, Metode penelitian, dan 
Sistematika pembahasan. 
BAB II : Pengertian bagi hasil menurut hukum Islam, pengertian musãqah, 
dasar hukum pelaksanaan musãqah, rukun dan   syarat musãqah, 
hukum musãqah ṣhahih dan musãqah fasid, musãqah yang 
dibolehkan, penggarap tidak mampu bekerja, wafat salah seorang 
„aqid, berakhirnya akad musãqah. 
BAB III : Deskripsi wilayah penelitian Desa Celikah Kecamatan Kayuagung 
Kabupaten Ogan Komernering Ilir, mencakupi: Profil Desa, keadaan 
penduduk Desa, keadaan pendidikan, Kehidupan beragama keadaan 
sarana dan prasarana,  Keadaan sosial ekonomi masyarakat. Profil 
perkebunan duku, yang dikelola pribadi dan yang dikelola orang lain. 
Pola bagi hasil untuk mengelolah kebun duku.  
BAB IV : Akad bagi hasil, syarat, pola penyelesaian bagi hasil Tinjauan hukum 
Islam terhadap praktik bagi hasil pengelolaan kebun duku. 
BAB V : Penutup yang merupakan  berisi kesimpulan dan saran.
 
 
11 
BAB II 
MUSÃQAH SEBAGAI SISTEM BAGI HASIL DALAM MUAMALAH 
 
A. Bagi Hasil Menurut Hukum Islam 
1. Pengertian Bagi Hasil 
Bagi Hasil  ialah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari 
hasil yang diperoleh dari pengolaaan tanah tersebut.
14
 Bagi hasil juga merupakan 
bentuk dari bagi hasil yang banyak dilakukan oleh sebagian orang di suatu 
pedesaan pada perkebunan, khusunya di Desa Celikah yang merupakan tempat 
penulis untuk melakukan penelitian. Sistem bagi hasil ini merupakan istilah lain 
dari Musãqah, Mużãra‟ah, dan mukhabarah dalam hukum Islam. 
Adapun hadits mengenai Bagi Hasil atau dalam istilah hukum Islam disebut 
Musãqah, Mużãra‟ah, dan  Qirãḍh yaitu: 
 شجٛخ مْ ا مي بػ ىهس ٔ ّٛهػ الله مص الله ل ٕسس ٌا شًػ ٍث الله ذجػ ٍػ
عسص ٔا شًث ٍي بُٓي خ شخٚ بي شطشث 
Artinya: “Dari Abdullah Bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Nabi 
Shallallahu Alaihi Wa Sallam mempekerjakan penduduk Khaibar, dan mereka 
mendapat separuh dari hasil buah-buahan dan tanaman yang di hasilkannya.”( 
HR Bukhari-Muslim).
15
 
 
Hadits di atas yang dijadikan pijakan ulama untuk menunaikan kebolehan dan 
ketidak bolehan melakukan Musãqah, Mużãra‟ah, dan Qirãḍh
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menurut Imam Dawud yang boleh di musãqahkan hanyalah kurma namun 
menurut Imam Malik musãqah di bolehkan untuk semua pohon yang memiliki 
akar yang kuat.
16
 
Sistsem bagi hasil dalam syariat Islam, sebagimana dibahas dalam kitab-kitab 
fiqh, dilakukan dengan beberapa macam cara yang dikenal dengan istilah 
Musãqah, Mużãra‟ah, dan mukhãbarah atau Qirãḍh  (bagi hasil). Yang mana 
ketiga cara tersebur merupakan akad atau transaksi muamalah Islam dalam bidang 
pengelolaan dan pemanfaatan tanah/lahan. 
2. Macam-Macam Bentuk Akad Dalam Bidang Pertanian 
Dalam kajian hukum Islam banyak teori yang dipelajari, dalam bidang 
perekonomian, jual beli, dan bagi hasil. Dalam hal ini penulis akan membahas 
tentang sistem bagi hasil dalam bidang perkebunan atau pertanian dalam hukum 
Islam atau Fiqih muamalah ada beberapa macam bentuk akad antara lain yaitu:  
1. Akad Mużãra‟ah 
2. Akad Mukhãbarah  atau Qirãḍh dan 
3. Akad Musãqah 
 Mużãra‟ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan 
dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si 
penggarap untuk di tanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu 
(persentase) dari hasil panen, dan benihnya berasal dari pemilik kebun
17
 
Antara Mużãra‟ah dan musãqah terdapat persamaan dan perbedaan. 
Persamaannya ialah kedua-duanya merupakan akad (perjanjian) bagi hasil. 
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Adapun perbedaannya ialah: di dalam musãqah tanaman telah ada tetapi, 
memerlukan tenaga kerja untuk memeliharanya. Di dalam mużãra‟ah, tanaman di 
tanah belum ada, tanahnya masih harus digarab dahulu oleh penggarapnya.
18
 
  Mukhãbarah  adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawa atau tanah 
dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah 
dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari 
penggarap tanah.
19
 
 Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa perbedaan antara akad 
mużãra‟ah dan mukhãbarah, hanya terletak pada benih tanaman. Dalam 
mużãra‟ah, benih tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam 
mukhãbarah, benih tanaman berasal dari pihak penggarap.
20
 Dalam hal ini penulis 
beranggapan bahwa bagi hasil  antara pemilik kebun duku dan penggarap tersebut 
merupakan bagi hasil dalam bidang memelihara perkebunan yang dalam fiqh 
muamalah yang disebut dengan istilah akad al-musãqah. 
 
B.  Pengertian Musãqah  
Musãqah dalam arti bahasa merupakan wazn mufã‟alah dari kata as-saqyū 
yang sinonimnya asy-syurbu, artinya memberi minum. Penduduk Madinah 
menamai musãqah dengan muamalah, yang merupakan warn mufãalah dari kata 
„amīla‟ yang artinya bekerja (bekerja sama ).21 Menurut istilah Musãqah adalah 
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suatu akad penyerahan pepohonan kepada orang yang mau menggarapnya dengan 
ketentuan hasil buah-buahan dibagi diantara mereka berdua. 
Menurut istilah, al-musãqah didefinisikan oleh para ulama, sebagaimana 
dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jazili, sebagai berikut. 
1. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, al-musãqah ialah: 
 خص ٕصخي ظئاششث كنر ٕحَٔ عسصٔ محَٔ شجش خي ذخ ٗهػ ذقػ 
„‟Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya 
dengan syarat-syarat tertentu.‟‟ 
 
2. Menurut Malikiyah, al-musãqah ialah: 
 ٗضسلا بث ذجُٚ بي 
“Sesuatu yang tumbuh ditanah” 
3. Menurut Syafi‟iyah, al-musãqah ialah: 
ٔ ْٙٔا شجش ؤا محَ ٙهػ ِشٛغ مي بؼٚ ٌا ٙقسن بث ِذٓؼزٛن ، ظقف تُػٔ ٌا ٙهػ ّٛثشزنا
بًٓن ِشًثنا                                                                                               
Musãqah adalah melakukan muamalah dengan orang lain atas pohon kurma atau 
pepohonan atau anggur saja, untuk diurus dengan menyiraminya dan 
merawatnya dengan ketentuan hasil buahnya dibagi di antara mereka berdua. 
22
 
 Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah al-musãqah 
ialah mempekerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan 
memelihara dan hasil yang di rizkikan Allah dari pohon itu untuk mereka 
berdua.
23
 Menurut Muhammad Syafi‟i Antonio dalam Bukunya Bank Syariah dari 
Teori ke Praktek, mengertikan al-musãqah adalah bentuk yang lebih sederhana 
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dari mużãra‟ah di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman 
dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari 
hasil panen.
24
  
 Dari definisi-definisi tersebut tersebut dapat dipahami bahwa musãqah 
adalah suatu akad antara dua orang dimana pihak pertama memberikan pepohonan 
dalam sebidang tanah perkebunan untuk diurus, disirami dan dirawat, sehinggah 
pohon tersebut menghasilkan buah-buahan, dan hasil tersebut dibagi di antara dan 
hasil tersebut dibagi diantara mereka berdua.
25
 
 
C. Dasar Hukum  Musãqah  
Asas hukum musãqah ialah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam 
Muslim dari Ibnu Amr r.a., bahwa Rosulullah SAW. Bersabda: 
 شجٛخ د ٕٓٛنا ٗنا غفد خٚأس ٗفٔ عسصٔا شًث ٍي بُٓي ج شخٚ بي شطشث شجٛخ ٗطػا
ٗهػ بٓضسأ بْشطش و ص ّههنٕسشن ٌأ ىٓنا ٕيا ٍي بْ ٕهًؼٚ ٌا  
“Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik 
buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa 
Rosul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi, untuk diolah dan modal 
dari hartanya, pengahasilan separohnya untuk Nabi”26 
Telah berkata Abu Ja‟fat Muhammad bin Ali bin Husain bin Abu Thalib 
r.a bahwa Rosulullah SAW telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai 
penggarap dan memelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu 
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Bakar, Umar, Ali serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan rasio 1/3 
dan 1/4. Semua telah dilakukan oleh khulafaur rasayidiin pada zaman 
pemerintahannya dan semua pihak yang telah mengetahuinya, akan tetapi tidak 
seorang pun yang menyanggahnya. Berati ini adalah ijmã‟ sukūti (konsensus dari 
umat).
27
 
Ibnu Umar berkata bahwa Rosulullah SAW pernah  memberikan tanah dan 
tanaman kurma di Khaibar kepada Yahudi Khaibar untuk dipelihara dengan 
menggunakan peralatan dan dana mereka. Sebagai imbalan, mereka memperoleh 
persentase tertentu dari hasil panen.
28
 
Menurut kebanyakan ulama, hukum musãqah yaitu boleh atau mubah, 
berdasarkan sabda Rosulullah saw:  
ٍػ ٔ ّٛهػ لله ا ٙهص لله ا لٕسس ٌا شًػ ٍثاميبػ ىهس خ شًش ٍي بُٓي ج شخٚ بي شطشث شجٛ
ٔا  ع سص)ىهسي ِاؤس(  
“Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw. Telah memberikan kebun 
beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: 
mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun 
dari hasil tanamannya” (HR.Muslim).29 
 Musãqah menurut Hanafiah sama dengan mużãra‟ah, baik hukum maupun 
syarat-syaratnya. Menurut Imam Abu Hanafiah dan Zufar, musãqah dengan 
imbalan yang diambil dari sebagian hasil yang diperolehnya, hukumnya batal, 
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karena hal itu termasuk akad sewa menyewa yang sewanya dibayar dari hasilnya, 
dan hal tersebut dilarang oleh syara‟,30 sebagaimana disebutkan dalam hadist Nabi 
dari Rafi‟ bin Khadij bahwa Nabi bersabda:  
ٍي  ًٙسي و بؼطث لأ غث شثلأ ثهثث بٓٚشكٚلأ ،بٓػسضٛهف ضسا ّن ذَ بك  
Barang siapa yang memiliki sebidang tanah, maka hendaklah ia menanaminya, 
dan janganlah ia menyewahkannya dengan sepertiga dan tidak pula seperempat 
(dari hasilnya) dan tidak juga dengan makanan yang disebutkan (tertentu). 
(Muttafaq „alaih) 
 Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan serta jumhur ulama 
(Malik, Syafi‟i, dan Ahmad), musãqah dibolehkan dengan beberapa syarat. 
Pendapat ini didasarkan kepada hadist Nabi: 
ٍػ ػ الله ٗهص ُٙنا ٌا شًػ ٍثاشًث ٍي جشخٚ بي شطشث شجٛخ مْا مي بػ ىهسٔ ّنأ ّٛه 
 عسصٔا 
Dari Ibnu „Umar bahwa Nabi bekerjasama dengan penduduk Khaibar 
(menyirami tanaman) dengan imbalan separuh dari hasil yang diperoleh, baik 
berupa buah-buahan maupun pepohonan. (HR. Jama‟ah) 
 Disamping itu, akad musãqah ini dibutuhkan oleh manusia karena 
terkadang disatu pihak pemilik pepohonan atau perkebunan tidak sempat atau 
tidak dapat mengurus dan merawatnya, sedangkan di pihak lain ada orang yang 
mampu dan sempat mengurus dan merawat pepohonan atau perkebunan, namun ia 
tidak memiliki pepohonan atau perkebunan tersebut. Dengan demikian, pihak 
pertama memerlukan penggarap, sedangkan pihak lain (amīl) memerlukan 
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pekerjaan.
31
 Pihak yang memiliki pohon dinamakan rãbbū syajãr sedangkan 
pengeola dinamakan  Musãqi.
32
 
 
D.  Rukun dan Syarat Musãqah 
1. Rukun Musãqah.  
Ulama Hanifiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad 
musãqah adalah ijãb dari pemilik tanah perkebunan, qabūl dari petani penggarap, 
dan pekerjaan dari pihak penggarap. Adapun jumhur ulama fiqh yang terdiri dari 
ulama Malikiyah, Syafi‟iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa rukun musãqah 
ada lima yaitu:  
a. Dua orang yang akad (al-aqīdani) 
Al-aqīdani disyaratkan harus baligh dan berakal. 
b. Objek Musãqah. 
Objek musãqah menurut ulama Hanafiyah adalah pohon-pohon 
yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama 
Hanafiyah lainnya dibolehkan musãqah atas pohon yang tidak berbuah 
sebab sama-sam membutuhkan pengurusan dan siraman.
33
 
  Ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek musãqah adalah 
tumbuh-tumbuhan, seperti kacang, pohon yang berbuah dan memiliki 
akar yang tetap ditanah, seperti anggur, kurma yang berbuah, dan lain-
lain dengan dua syarat: 
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1. Akad dilakukan sebelum buah tampak dan dapat diperjual belikan. 
2. Akad dilakukan dengan waktu tertentu. 
Ulama Hanabilah berpendapat bahwa musãqah dimaksudkan pada 
pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan. Ulama Syafi‟iyah dalam 
mazhab baru berpendapat bahwa musãqah hanya dapat dilakukan pada 
kurma dan anggur saja. Kurma didasarkan pada perbuatan Rosulullah 
SAW, terhadap orang Khaibar, sedangkan anggur hampir sama 
hukumnya dengan kurma bila ditinjau dari segi zakatnya. Akan tetapi, 
madzhab qadim membolehkan semua jenis pepohonan.
34
 
c. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap. 
Disyaratkan menentukan buah ketika akad untuk kedua pihak. 
d. Ketentuan mengenai pembagian hasil Musãqah. 
Disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri. Jika disyaratkan 
bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjakan secara bersama-sama, akad 
menjadi tidak sah. Ulama mensyaratkan penggarap harus mengetahui 
batas waktu, yaitu kapan maksimal berbuah dan kapan minimal berbuah. 
Ulama Hanafiyah tidak memberikan batasan waktu, baik dalam 
mużãra‟ah maupun musãqah sebab Rosulullah SAW, pun tidak 
memberikan batasan ketika bermuamalah dengan orang Khaibar.
35
 
e. Ṣighat (ungkapan) ijãb dan qabūl. 
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Yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (ṣharih) dan dengan 
samaran (kinãyah). Disyaratkan ṣighat dan lafażh dan tidak cukup 
dengan perbuatan saja.
36
 
2 .Syarat Musãqah  
Adapun syarat-syarat musãqah yang harus dipenuhi oleh masing-masing 
rukun sebagai berikut:  
1. Kedua belah pihak yang melakukan transaksih musãqah harus orang 
yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil balig) dan berakal 
2. Objek musãqah itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai 
buah. Dalam menentukan objek musãqah ini telah terdapat perbedaan 
perbedaan ulama fiqh. Menurut ulama Hanafiyah, yang boleh menjadi 
objek musãqah adalah pepohonan yang berbuah, seperti kurma, 
anggur, dan terong. Akan tetapi ulama Hanafiyah mutaakhkhirin 
menyatakan, musãqah juga berlaku pada pepohonan yang tidak 
mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat.
37
 Ulama 
Malikiyah, menyatakan bahwa yang menjadi objek musãqah itu 
adalah tanaman keras dan palawija, seperti kurma, terong, apel, dan 
anggur dengan syarat bahwa: 
1. Akad musãqah itu dilakukan sebelum buah itu layak dipanen.  
2. Tenggang waktu yang ditentukan jelas. 
3. Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh. 
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4. Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengelola dan memelihara 
tanaman itu.  
c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad 
berlangsung untuk digarap, tanpa tanpur tangan pemilik tanah. 
d. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka 
bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi 
dua,tiga atau sebagainya.  
e. Lamanya perjanjian harus jelas, karena transaksi sewa-menyewa agar 
terhindar dari ketidak pastian.
38
 
Menurut Ulama Hanabilah, yang boleh dijadikan objek musãqah adalah 
terhadap tanaman yang buahnya boleh dikonsumsi. Oleh sebab itu, musãqah tidak 
berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah.
39
  
Adapun ulama Syafī‟iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan objek 
akad musãqah adalah kurma dan anggur saja, sebagaimana sabda Rosulullah saw:  
ٌا دٕٓٚ ئنا غفد ىهسٔ ّٛهػ الله مص الله ا لٕسس ٔ بٓهخَ شجٛخ ٘ا  بي شطشث بٓض س
جشخٚ  عسصٔاشًث ٍي بُٓي  
“Rosulullah saw menyerahkan perkebunan kurma di Khaibar kepada orang 
Yahudi dengan ketentuan sebagian dari hasilnya, baik buah-buahan maupun dari 
biji-bijian menjadi milik orang Yahudi itu”. 
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E. Hukum Musãqah Ṣhahīh dan Musãqah Fãsīd  
Musãqah yang ṣhahīh adalah akad musãqah yang syarat-syaratnya 
terpenuhi. Apabila syarat-syarat tidak terpenuhi, maka musãqah menjadi fãsīd.40 
a.  Musãqah yang ṣhahīh 
Ulama Hanafiah mengemukakan tentang ketentuan hukum yang berlaku 
untuk musãqah sebagai berikut: 
1. Semua pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan pohon 
merupakan kewajiban penggarap, sedangkan segala sesuatu yang 
dibutuhkan oleh pohon, seperti biaya perawatan dan pemeliharaan 
menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik dan penggarap.  
2. Hasil yang diperoleh dibagi di antara kedua belah pihak berdasarkan 
syarat-syarat yang disepakati. 
3. Apabila pohon tidak menghasilkan buah, maka kedua belah pihak tidak 
mendapatkan apa-apa.  
4. Penggarap tidak boleh memberikan musãqah kepada orang lain, kecuali 
apabila diizinkan oleh pemilik pohon. Apabila ia melakukan 
penyimpangan dengan memberika garapan musãqah kepada orang lain, 
maka buah yang dihasilkan untuk pemilik pohon dan penggarap 
pertama tidak mendapat upah, sedangkan untuk penggarap kedua 
diberikan upah yang sepadan dengan pekerjaannya.
41
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Menurut Malikiyah menyepakati hukum-hukum musãqah yang 
dikemukakan oleh ulama Hanafiah. Namun mereka berpendapat dalam hal 
penggarapan kebun dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:  
1. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan buah-buahan. 
Dalam hal ini penggarap tidak terikat dengan akad dan tidak boleh 
dijadikan sebagai syarat.  
2. Pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan buah-buahan dan ada 
bekasnya, seperti menggali sumur atau membangun gudang untuk 
meyimpan buah. Dalam hal ini penggarap juga tidak terikat dan tidak 
boleh dijadikan syarat. 
3. Pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan buah tetapi tidak ada 
bekasnya, seperti menyiram tanaman atau pohon. Dalam hal ini 
penggarap terikat dengan akad dan boleh dijadikan syarat.  
Adapun mengenai hak amīl (penggarap), ia memperoleh bagian dari hasil 
buah-buahan yang diperoleh, minsalnya sepertiga, atau setengah, sesuai dengan 
hasil kesepakatan antara penggarap dan pemilik. Apabila pohon tidak 
mengahasilkan apa-apa maka kedua pihak tidak memperoleh apa-apa, karena 
tidak berhasilnya buah bukan karena rusaknya akad melainkan karena sebab-
sebab alamiah.
42
 
Menurut Ulama Syafī‟iyah dan Hanabilah sepakat dengan Malikiyah dalam 
pembatasan pekerjaan penggarap dan hak-haknya. Mereka mengatakan dalam 
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kaitan dengan penggarap bahwa semua pekerjaan yang manfaatnya untuk buah 
atau yang rutin setiap tahun seperti menyiram pohon dan membersihkan saluran 
air merupakan kewajiban penggarap. Sedangkan pekerjaan yang tidak rutin dan 
manfaatnya untuk tanah, seperti membuat saluran air atau pagar, merupakan 
kewajiban pemilik kebun.
43
  
Berdasarkan pendapat beberapa ulama diatas dapat disimpulkan bahwa 
hukum musãqah dikategorikan sohīh apabila antara pemilik tanah dan penggarap 
mempunyai batasan dalam pekerjaan masing-masing sesuai dengan kesepakatan 
bersama agar salah salah satu pihak tidak bisa berbuat sewenang-wenangnya 
dalam perjanjian akad musãqah tersebut. 
b.  Musãqah yang fasid (Rusak) 
Menurut Hanafiah hal-hal yang menyebabkan fãsīd nya akad musãqah 
adalah sebagai berikut:   
1. Adanya Syarat bahwa hasil yang diperoleh semuanya untuk salah satu 
pihak saja. Dalam hal ini makna syirkah menjadi tidak ada.  
2. Adanya syarat bahwa pemilik kebun ikut serta melakukan penggarapan. 
3. Adanya syarat bahwa penggarap harus tetap bekerja setelah selesainya 
masa perjanjian musãqah.  
4. Kerja sama musãqah dengan teman serikat (sesama pemilik kebun). 
Seperti satu kebun dimiliki oleh dua orang bersama-sama. Pemilik yang 
pertama memberikan bagian kebunnya kepada temannya (pemilik 
kedua) untuk digarap dengan cara musãqah dengan pembagian hasilnya 
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2/3 untuknya, Hal ini tidak dibolehkan dan menyebabkan musãqah 
menjadi fãsīd, karena dalam musãqah terkandug ijãrah. Dan satu orang 
tidak boleh sekaligus menjadi tenaga kerja dan syarik.
44
  
Menurut Ulama Malikiyah apabila musãqah rusak sebelum penggarapan, 
upah tidak diberikan. Sebaliknya, apabila musãqah rusak setelah penggarap 
bekerja atau pada pertengahan musãqah, penggarap berhak mendapatkan upah 
atau pekerjaannya.
45
 Ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jika 
buah yang keluar setelah penggarapan ternyata bukan milik orang yang 
melangsungkan akad dengannya, si penggarap berhak mendapatkan upah atas 
pekerjaannya sebab ia telah kehilangan manfaat dari jerih payahnya dalam 
musãqah.
46
    
Dari pengertian diatas yang menyebabkan akad musãqah fãsīd rusak 
adalah bahwa masing-masing kedua belah pihak tidak mengetahui bagiannya  
masing-masing dari hasil yang diperoleh, mensyaratkan uang dalam jumlah yang 
ditentukan, mensyaratkan pemilik ikut serta melakukan pengarapan atau 
mensyaratkan mengerjakan pekerjaan lain selain pohon yang di sepakati. 
 
F. Musãqah Yang Dibolehkan 
Para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam 
musãqah. Imam Abu Dawud berpendapat bahwa yang boleh di musãqah kan 
hanya kurma. Menurut Syafi‟iyah, yang boleh di musãqah kan hanyalah kurma 
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dan anggur saja  sedangkan menurut Hanafiyah semua pohon yang mempunyai 
akar ke dasar bumi dapat di musãqahkan, seperti tebu, duku, kopi. Apabila waktu 
lamanya musãqah tidak ditentukan akad, maka waktu yang berlaku jatuh hingga 
pohon itu menghasilkan yang pertama setelah akad, maka waktu yang berlaku 
jatuh hingga pohon itu menghasilkan yang pertama setelah akad, sah pula untuk 
pohon yang berbuah secara berangsur sedikit demi sedikit, seperti terong.
47
 
Menurut Imam Malik musãqah dibolehkan untuk semua pohon yang 
memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, pohon-pohon yang serupa dengan 
itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang serupa dengan itu dan 
dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka 
dalam keadaan pemilik tidak memiliki kemampuan untuk menggarapnya. 
Menurut madzab Hambali, musãqah diperbolehkan untuk semua pohon yang 
buahnya dapat dimakan. Dalam kitab al-Mughni, Imam Malik berkata, musãqah 
diperbolehkan untuk pohon tadah hujan dan diperbolehkan pula untuk pohon-
pohon yang perlu disiram.
48
 
 
G. Penggarap Tidak Mampu Bekerja  
Penggarap terkadang tidak selamanya mempuyai waktu untuk mengurus 
pohon-pohon yang ada dikebun, tetapi kadang-kadang ada halangan untuk 
mengurusnya, seperti karena sakit atau bepergian. Apabila penggarap tidak 
mampu bekerja keras karena sakit atau berpergia mendesak, maka musãqah 
disyaratkan bahwa penggarap harus menggarap secara langsung (tidak dapat 
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diwakilkan), jika tidak disyaratkan demikian, maka musãqah tidak menjadi batal 
tetapi penggarap diwajibkan untuk mendapatkan penggantinya selama ia 
berhalangan itu. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Hanafi.
49
 
Dalam keadaan penggarap tidak mampu menggarap tugasnya mengurus 
pohon-pohon, sedangkan penjualan buah sudah waktunya, menurut Imam Malik, 
penggarap berkewajiban menyewa orang lain untuk menggatikan tugasnya, yaitu 
mengurus pohon-pohon. Orang kedua ini tidak memperoleh bagian yang 
dihasilkan oleh musãqah karena kedu orang dibayar oleh musãqi sesuai dengan 
perjanjian. Sedangkan Imam Syafi‟i berpendapat bahwa musãqah batal apabila 
pengelola tidak mampu bekerja untuk mengurus pohon-pohon yang ada dikebun 
atau di sawah yang di musãqah kan sebab penggarap telang kehilangan 
kemampuan untuk menggarapnya.
50
 
 
H. Wafat Salah Seorang ‘Aqid 
Menurut madzab Hanafi, apabila salah seorang yang berakad meninggal 
dunia, sedangkan pada pohon tersebut sudah tampak buah-buahnya (hampir bisa 
dipanen) walaupun belum tampak kebagusan buah tersebut, demi menjaga 
kemaslahatan, penggarap melangsungkan pekerjaan atau dilangsungkan oleh salah 
seorang atau beberapa orang ahli warisnya, sehingga buah itu masak atau pantas 
untuk dipanen, sekalipun hal ini dilakukan secara paksa terhadap pemilik, jika 
pemilik berkeberatan, karena dalam keadaan seperti ini tidak ada kerugian. Dalam 
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masa faṡakh nya, akad dan matangnya buah, penggarap tidak berhak memperoleh 
upah.
51
 
Apabila penggarap atau ahli waris berhalangan bekerja sebelum 
berahirnya waktu atau fasaknya akad, mereka tidak boleh dipaksa. Tetapi jika 
mereka memetik buah yang belum layak untuk dipanen, hal itu mustahil. Hak 
berada pada pemilik atau ahli warisnya sehingga dalam keadaan seperti ini dapat 
dilakukan beberapa hal sebagai berikut. 
1. Memetik buah dan dibaginya oleh dua belah pihak sesuai dengan 
perjanjian yang disepakati. 
2. Memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya sejumlah uang 
karena dialah yang berhak memotong atau memetik. 
3. Pembiayaan pohon sampai buahnya matang (pantas untuk dipetik), 
kemudian hal ini dipotong dari bagian penggarap, baik potongan itu 
dari buahnya atau nilai harganya (uang).
52
 
 
I. Berakhirnya Akad Musãqah  
1. Pengertian Akad (Perjanjian) 
Kata akad berasal dari Bahasa Arab al-aqd yang secara etimologi berarti 
perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq). Secara  terminologi ulama 
fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijãb (pernyataan melakukan ikatan) dan 
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qabūl (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang 
berpengaruh kepada objek perikatan.
53
 
Pengertian akad yang beredar di kalangan  fuqahã ada dua yaitu, arti umum 
dan arti khusus. Mengartikan akad dalam arti  umum menurut fuqahã Malikiyah, 
Syafi‟iyah, dan Hanabila akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh 
seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena kehendak, seperti wakaf, 
pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak 
di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa, 
dan gadai.  
Pendapat kedua mengartikan akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh 
ulama Hanafiah. Mengatakan : 
ٔأ ,ّهحي ٙف ِشثأ ذجثٚ عٔ ششي ّجٔ ٗهػ ل ٕجقث ة بجٚ إ طبجرسا ْٕ ذقؼنا  :ٖشخأ حس بجؼث
محًنا ٗف ِشثأ شٓظٚ ّجٔ ٗهػ بػ شش شخلأبث ٍٚ ذق بؼنا ذحأ ولاك قهؼر 
 Akad adalah pertalian antara ijãb dengan qabūl menurut ketentuan syara‟ 
yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain, 
keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dangan yang 
lainnya menurut syara‟ pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.54    
 Dari definisi  diatas dapat di jelaskan bahwa akad bagi hasil adalah suatu 
perjanjian atau ikatan yang terjadi antara kedua  belah pihak, yang satu 
menyatakan ijãb dan yang kedua menyatakan qabūl, yang kemudian 
menimbulkan sebuah akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban 
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antara kedua pihak tersebut.  Selain itu juga akad bagi hasil dapat diartikan 
dengan bagi hasil dalam bidang perkebunan. 
2. Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat Akad (Perjanjian) 
a. Rukun-Rukun Akad 
Rukun-Rukun Akad sebagai berikut: 
1. „Aqīd (orang yang melakukan akad) adalah orang yang berakad 
terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang 
terdiri dari beberapa beberapa orang.  
2. Ma‟qūd alaih, (objek akad) ialah benda-benda yang diakadkan, 
seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad 
hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam 
akad kafalah.  
3. Mauḍhu‟ al-„aqd, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan 
akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.  
4. Ṣhighat al-aqd, ialah ijãb Qabūl, ijãb ialah permulaan penjelasan 
yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran 
kehendaknya dalam mengadakan akad. Qabūl ialah perkataam 
yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah 
adanya ijãb.
55
 
b. Syarat-Syarat Akad 
1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib 
sempurna wujudnya dalam berbagai akad:  
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a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), 
maka akad orang tidak cakap (orang gila, orang yang berada 
dibawah pengampuan (mahjūr) karena boros dan lainnya 
akadnya tidak sah. 
b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. 
c. Akad itu diijinkan oleh syara‟, dilakukan oleh orang yang 
mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqīd yang 
memiliki barang. 
d. Akad bukan jenis akad yang dilarang. 
e. Akad dapat memberi faedah. 
f. Ijãb harus berjalan terus, maka Ijãb tidak sah apabila ijãb 
tersebut dibatalkan sebelum adanya qabūl. 
g. Ijãb dan qobul harus bersambung, jika seseorang melakukan 
ijãb dan berpisah sebelum terjadinya qabūl, maka ijãb yang 
demikian dianggap tidak sah. 
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang 
wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga 
disebut dengan iḍhofi (tambahan) yang harus ada disamping 
syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam 
pernikahan.
56
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Berakhirnya akad musãqah karena beberapa hal berikut: 
a. Telah selesainya masa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam 
hubungan ini, Syafi‟iyah berpendapat apabila buah keluar setelah habisnya 
masa musãqah maka penggarap tidak berhak untuk mengambilnya, karena 
masa penggarapan sudah habis. Akan tetapi, menurut Hanafiah, apabila 
sampai dengan habisnya masa musãqah, buah belum keluar atau belum 
masak maka berdasarkan istihṡan, musãqah masih tetap berlaku sampai 
buah menjadi masak dan penggarap diberikan pilihan apakah mau berhenti 
atau terus bekerja tanpa diberi upah.
57
 
b. Meninggalnya salah satu pihak, baik pemilik maupun penggarap. Apabila 
pemilik yang meninggal maka penggarap harus melanjutkan pekerjaannya, 
walaupun ahli waris pemilik pohon tidak menyukainya. Apabila 
penggarap yang meninggal maka ahli warisnya berkewajiban mengurus 
buah tersebut sampai keluar hasilnya, walaupun pemilik pohon tidak 
menyukainya. Apabila kedua-duanya meninggal maka ahli waris 
penggarap diberi pilihan untuk meneruskan pekerjaan. Apabila mereka 
menolak, maka pilihan diberika kepada ahli waris pemilik kebun.  
Hanabilah berpendapat bahwa musãqah tidak batal (fasãkh) karena 
meninggalnya penggarap. Apabila penggarap meninggal maka ahli 
warisnya menggantikan tempat penggarap dalam bekerja. Dalam hal ini 
atas dasar putusan hakim, ahli waris pemilik boleh menyewa orang untuk 
bekerja dengan imbalan yang diambil dari tirkah (harta waris) nya. 
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c. Akadnya batal disebabkan iqãlah (pernyataan batal) secara jelas atau 
karena ūdżur.  
Diantara ūdżur tersebut adalah   
1. Penggarap sakit sehinggah ia tidak mampu bekerja 
2. Penggarap sedang berpergian 
3. Penggarap terkenal sebagai seorang pencuri yang dikhawatirkan ia 
akan mencuri buah belum dipetik. 
Menurut Syafi‟iyah, musãqah tidak batal karena adanya ūdżur. Apabila 
penggarap berkhianat minsalnya, maka ditunjuklah seorang pengawas yang 
mengawasi pekerjaannya sampai selesai. Sedangkan Hanabilah sama pendapatnya 
dengan Syafi‟iyah, yaitu musãqah tidak batal karena ūdżur. Apabila penggarp 
sakit misalnya, dan ia tidak mampu bekerja maka ditunjuk orang lain yang 
menggantikannya untuk sementara, tanpa mencabut kewenangan penggarap.
58
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BAB III 
IMPLEMENTASI AKAD BAGI HASIL PENGELOLAAN KEBUN DUKU 
DI DESA CELIKAH 
 
A. Profil Desa Celikah 
1. Letak Geografis Desa Celikah 
Desa Celikah merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan 
Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Desa ini merupakan desa yang 
mempunyai jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2017 sebanyak 4708 jiwa 
dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1199. Luas wilayah Desa Celikah adalah 
19000,50 Ha
59
 yang saling berbatasan dengan: 
Sebelah Barat  : Sungai Pinang Nibung 
Sebelah Timur : Suka Dana/Paku 
Sebelah Utara  : Kijang Ulu 
Sebelah Selatan : Cinta Raja 
Dan memiliki jarak antara pusat pemerintahan yakni: 
 Ibukota Kecamatan : 15 menit 
 Ibukota Kab/Kota : 15 menit 
Ibukota Provinsi : 120 menit 
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2. Keadaan PendudukPemerintahan kantor Desa Celikah dipimpin oleh 
seorang Kepala Desa dengan dibantu oleh beberapa staf yang menempati 
bidang masing-masing. Desa ini terdiri dari 4 dusun.
60
 Berikut ini tabel 
penduduk menurut jenis kelamin: 
 
 
Tabel 1 
Penduduk Menurut Jenis Kelamin 
 
No Jenis Kelamin Jumlah Orang Persentase 
1 
2 
Laki-laki 
Perempuan 
2437 
2271 
51.84 
48.16 
Jumlah 4708 100% 
 
Sedangkan penduduk menurut usia dan agama sebagaimana tabel di 
bawah ini: 
Tabel 2 
Penduduk Menurut Usia 
  
No Usia Laki-laki dan Perempuan Jumlah Orang Persentase 
1 
2 
3 
4 
0 s/d 5 Tahun 
6 s/d 15 Tahun 
16 s/d 60 Tahun 
60 Tahun ke atas 
315 
557 
3698 
138 
5.85 
9.70 
80.15 
4.30 
Jumlah  4708 100% 
 
Tabel 3 
Penduduk Menurut Agama 
 
No  Agama  Jumlah Orang Persentase 
 
1 
 
Islam 
 
 
 
4708 
 
 
 
100% 
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Tabel 4 
Penduduk Menurut Pendidikan 
 
No Jenis Pendidikan Laki-laki Perempuan 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK 
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/playgrub 
Buta Huruf 
Tamat SD/Sederajat 
Tamat SMP/Sederajat 
Tamat SMA/Sederajat 
Akademi 
Perguruan Tinggi 
217 
145 
15 
35 
15 
540 
10 
52 
155 
154 
20 
45 
15 
340 
28 
76 
 
 Kondisi perkembangan perekonomian masyarakat Desa Celikah banyak 
berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 
Tabel 5 
Penduduk Menurut MataPencaharian 
 
No Jenis Mata Pencaharian Jumlah Orang 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Petani 
Buruh Tani 
Pensiunan TNI/POLRI 
Dokter 
Pegawai Negeri Sipil 
Pedagang Keliling 
Bidan Swasta 
693 
369 
40 
1 
98 
244 
2 
Jumlah  1393 
 
    3. Keadaan Sosiologi dan Kependudukan Desa Celikah  
 Untuk mendukung kegiatan sehari-hari dalam menjalankan proses 
pemerintahan akan mudah apabila ada tempat-tempat yang digunakan untuk hal 
tersebut.
61
  Dapat di lihat dari tabel di bawah ini: 
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Tabel 6 
Sarana Sosial Budaya 
 
 
No Jenis Sarana Meliputi Jumlah 
1 
2 
 
 
 
3 
 
4 
 
 
 
Tempat Ibadah 
Kesehatan 
 
 
 
Lapangan Olahraga 
 
Majelis Taklim 
 
 
 
 
Masjid 
Puskesmas 
Praktik Dokter 
Posyandu 
Dukun Bersalin 
Bulu Tangkis 
Meja Pingpong 
Majelis Taklim Jama‟ah 
 
 
 
 
 
 
6 Unit 
1 Unit 
1 Unit 
1 Init 
2 Orang 
2 Unit 
1 Unit 
2 Unit 
150 Orang 2 
kelompok 40 
orang 
 
 
 
 
B. Profil Perkebunan Duku di Desa Celikah 
 Di desa Celikah kebun duku merupakan salah satu mata percarian 
masyarakat, luas kebun duku yang ada di desa Celikah 12 Ha.
62 Pohon duku 
umumnya ditanam dipekarangan, tetapi sering juga ditanam dibawah pohon 
kelapa atau ditumpang sarikan dengan tanaman lain seperti pohon pisang, pohon 
manggis dan durian. Untuk lahan yang luasnya satu hektar akan dapat ditanami 
duku sebanyak 100 pohon.  
 Untuk pengelolaannya terdapat dua cara yaitu dengan cara pengelolaan 
sendiri dan diola oleh orang lain. Pengelolaan sendiri dilakukan langsung oleh 
pemilik kebun, baik dari segi awal penanaman  sampai buah duku panen. 
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Sedangkan pengelolaan yang digarap oleh orang lain, pemilik kebun menyerahkan 
kebun dukunya kepada penggarap untuk digarap kebunnya. Adapun status dari 
kepemilikikan kebun duku rata-rata tanah sendiri yang dibeli dari masyarakat 
sekitar, namun ada beberapa tanah kebun duku yang merupakan tanah warisan.
63
 
 
C. Pola Bagi Hasil Untuk Mengelolah Kebun Duku 
1. Akad Bagi Hasil di Desa Celikah 
Kerjasama atau bagi hasil yang dilakukan oleh dua orang dimana salah 
satu pihak merupakan pemilik kebun duku, sedangkan yang lain adalah pengelola 
untuk mengurusi kebun duku tersebut, dan dari hasil buah yang didapatkan maka 
kedua belah pihak akan membagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan yang 
dilakukan oleh kedua belah pihak.  
Praktik bagi hasil yang terjadi di Desa Celikah disebabkan karena ada 
sebagian masyarakat yang memiliki  perkebunan duku namun mereka tidak 
memiliki waktu untuk mengurus kebun duku milik mereka sendiri karena 
kesibukan mereka ataupun faktor usia sehinggah mereka tidak sanggup untuk 
mengurus perkebunan milik mereka sendiri, dan disisi lain juga ada yang 
meدmiliki kemampuan untuk pengurusan dalam bidang perkebunan duku namun 
tidak memiliki perkebunan duku untuk mereka kelola, dengan adanya praktik bagi 
hasil ini maka masing-masing pihak dapat bekerja sama dimana pemilik kebun 
duku merasa aman karena ada pengelola yang mampu mengurusi kebun duku 
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miliknya sedangkan pengelola sendiri memiliki penghasilan dari yang didapatkan 
dalam mengurusi kebun duku tersebut.
64
 
Kerjasama yang dilakukan oleh dua orang dimana salah satu pihak 
merupakan pemilik kebun duku, sedangkan pihak lain sebagai pengelola untuk 
mengelola atau mengurusi kebun duku dan dari hasil buah yang didapat maka 
kedua belah pihak itu disebut bagi hasil. 
Akad bagi hasil kebun duku adalah perjanjian yang dilakukan oleh pemilik 
kebun dengan pengelola kebun dengan cara membagi hasil yang dihasilkan oleh 
kebun duku yang pembagian hasilnya disepakti oleh kedua belah pihak. Bagi hasil 
yang dilakukan oleh masyarakat Desa Celikah secara adat kebiasaan, tanpa ada 
perjanjian yang dilakukan secara tertulis diantara kedua belah pihak dan tidak ada 
batas waktu yang ditetapkan, hal tersebut sudah terjadi sejak dahulu serta tidak 
adanya antisipasi apabila dikemudian hari terjadinya perselisihan diantara kedua 
belah pihak.
65
 
Proses kerjasama ini di awali dengan pertemuan pihak penggarap dan 
pemilik kebun, yang pihak penggarap menemui pemilik kebun dan sebaliknya 
pemilik kebun menemui penggarap untuk meminta tolong menggarap tanah/atau 
kebunnya untuk dikelola agar disepakati perjanjian kerjasama ini, setelah kedua 
belah pihak sepakat barulah mereka mengucapkan ijab dan qabul. Setelah ijab 
dan qabul itu dilaksanakan maka terjadilah kerjasama bagi hasil kebun duku ini 
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pada masyarakat Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan 
Komering Ilir.
66
 
Kebun yang dijadikan kerjasama praktik bagi hasil kebun duku ini 
kebanyakan kebunnya sudah ada tinggal merawat, mengelola sampai 
mengahasilkan buah, dalam penelitian yang sudah penulis lakukan yang menjadi 
responden ada 12 orang pemilik kebun dan 8 orang penggarap.  
Menurut bapak Seman
67
 sebagai pemilik kebun beliau juga pernah 
mengalami hal sebagai mana permasalahan yang mana penggarap kebun sering 
memberikan laporan hasil kebun yang tidak sesuai dengan hasil yang di peroleh 
dari penggarap kebun tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya ketidak jujuran 
antara keterbukaan dari penggarap. Permasalahan tersebut sangat memungkinkan 
terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak.  
Dalam hal untuk mengatasi perselisihan tersebut sebagaimana yang telah 
dijelaskan bapak Muhammad Hatta
68
, selaku pemuka agama, beliau menjelaskan 
bahwa memang pada praktiknya terkadang antara pemilik kebun dan penggarap 
terjadi suatu perselisihan, solusinya supaya perselisihan tersebut tidak 
mengembang maka dilakukan pemanggilan kedua pihak untuk musyawarah 
mufakat, sehingga dapat diperoleh perdamaian dalam perselisihan tersebut. 
2. Cara Perhitungan Bagi Hasil 
Pembagian hasil dari kerjasama praktik bagi hasil yang dilakukan 
masyarakat Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir 
ini sesuai dengan kesepakatan. Cara perhitungan hasil kebun duku yaitu 3 bagian, 
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dengan perincian 2 bagian untuk pemilik kebun duku dan 1 bagian untuk 
penggarap.
69
 
Apabila diantara mereka terjadi perselisihan maka akan diselesaikan 
secara musyawarah dengan melakukan jalan damai dan kebun tersebut langsung 
diambil alih oleh pemilik kebun karena si penggarap sudah menghianati pemilik 
dan tidak dapat dipercaya untuk memelihara kebun lagi. 
3.  Perjanjian Bagi Hasil 
Menurut keterangan bapak Juri
70
 salah satu tokoh masyarakat 
menerangkan sebelum pelaksanan kerjasama pengelolaan bagi hasil kebun duku 
biasanya diadakan suatu perjanjian secara lisan yang mengikat antara kedua belah 
pihak, isi perjanjian kerjasama tersebut yaitu: 
1. Sama-sama memberi keuntungan antara kedua belah pihak 
2. Wewenang atas kebun berada ditangan pemilik lahan  
3. Tercantum ketentuan bagi hasil kebun duku tersebut 
4. Pengelola kebun tidak diperbolehkan menyalagunakan atau menjual 
hasil kebun duku tersebut tanpa sepengetahuan pemilik kebun. 
Setelah perjanjian itu disepakati oleh kedua belah pihak maka terjadilah 
sebuah kerjasama atau perjanjian diantara mereka (pemilik kebun atau 
penggarap). Terwujudnya kesepakatan ini disebabkan satu sama lain saling 
membutuhkan
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BAB IV 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD BAGI 
HASIL PENGELOLAAN KEBUN DUKU DI DESA CELIKAH 
 
Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pengelolaan 
kebun duku yang dilakukan masyarakat Desa Celikah Kecamatan Kayuagung 
Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah jenis tanaman duku akan tetapi selain 
tanaman duku ada juga tanaman lain seperti, tanaman padi, tanaman pisang, dan 
tanaman lainnya.  
 
A. Ditinjau Dari Aspek Pengertian Musãqah Dalam Hukum Islam 
Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan 
norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam muamalah.
71
 Muamalah dalam Islam 
mempunyai posisi dan peran sangat signifikan, karena ia merupakan bagian 
penting dari hidup dan kehidupan manusia. Muamalah sangat menentukan 
keberlangsungan hidup manusia dan kehidupan masyarakat. Hukum dasar 
muamalah adalah halal. Adanya prinsip Islam pada memberikan peluang dan 
kebebasan kepada umatnya untuk berenovasi dan berkreasi dalam bermuamalah 
dan mengembangkan aktivitas ekonomi.
72
 
Islam tidak melarang bagi hasil, namun bagi hasil hasil berpijak pada 
prinsip yang adil dan benar. Dalam fiqh muamalah di sebut dengan musãqah. 
Untuk kerjasama ini Islam menetapkan syarat, dimana kedua belah pihak harus
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bersama-sama mendapatkan keuntungan dan menanggung kerugian. Dengan 
persentase sesuai kesepakatan mereka. Jika terjadi kerugian maka kerugian ini 
dihitung dari persentase keuntungan.
73
 
Adapun bagi hasil pengelolaan kebun duku menurut bapak Juri sebagai 
pemilik kebun duku, tata cara praktik bagi hasil pengelolaan kebun duku di Desa 
Celikah yaitu segala sesuatu pengelolaan keperluan kebun duku ditanggung oleh 
pemilik kebun.
74
 
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa bagi 
hasil  yang dilakukan oleh masyarakat Desa Celikah tanpa sejalan dengan hukum 
Islam, karena telah memenuhi unsur syarat dan rukun didalam hukum Islam, 
seperti dijelaskan pada bab II.  
 
B. Ditinjau dari Aspek Rukun dan Syarat Musãqah 
Adapun yang menjadi rukun dan syarat menurut ketentuan syariat Islam 
ada tiga, yaitu meliputi dua orang yang berserikat, ṣhigat, objek akad musãqah 
baik itu berupa harta maupun kerja. Dalam perjanjian pembentukan bagi hasil 
adanya lafadz, dalam praktinya di Indonesia sering adakan dalam bentuk tertulis,  
yaitu dicantumkan dalam akte pendirian kerjasama itu. Yang pada hakikatnya 
ṣighat tersebut berisikan perjanjian untuk mengadakan kerjasama.75 Syarat-syarat 
orang atau pihak-pihak yang mengadakan akad bagi hasil yaitu orang-orang yang 
berakal, baligh, dan dengan kehendak sendiri.  
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Setelah penulis melakukan penelitian hal ini sama dan sesuai dengan 
rukun dan syarat-syarat bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Celikah, 
dimana ada dua orang yang berserikat yaitu pemilik kebun dan pengelola kebun. 
Sedangkan ijãb qabūl nya dilakukan secara langsung dan lisan saat kedua belah 
pihak mengadakan perjanjian.  
 
C. Ditinjau dari Aspek Dasar Hukum Musãqah 
Musãqah atau bagi hasil memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam 
Islam. Dalam al-Quran terdapat ayat yang mengisyaratkan pentingnya musãqah 
diantaranya terdapat dalam al-Qur‟an surat An-Nisa Ayat 12: 
  كنر ٍي شثك اا َٕ بك ٌ بفف ٍٚد ٔا بٓث ٗص ٕٚ خٛص ٔ ذؼث ٍي ثهثنا ٗفءبكشش ىٓ
ي شٛغ ىٛهح ىٛهػ اللهٔ الله ٍي خٛصٔ سبض  
(Q.S An-Nisa: 12)
76
 
 Menyangkut pembagian keuntungan (dapat juga kerugian) yang akan di 
peroleh bagi hasil tersebut, sebagian ahli hukum Islam berpendapat bahwa 
pembagian keuntungan haruslah didasarkan kepada perbandingan penyertaan 
modal oleh masing-masing pihak, setelah bagi hasil dilaksanakan dan sudah 
terlihat keuntungan dan kerugian yang didapatkan.
77
 
 Di Desa Celikah bagi hasil kebun duku yang mereka lakukan hanya 
berdasarkan dengan azas tolong-menolong tanpa mengetahui bahwa ada dasar 
hukum dalam Islam yang mengatur tentang bagi hasil tersebut. Masalah 
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pembagian hasil ketika kesepakatan sudah disepakati kedua belah pihak langsung 
menentukan pembagian yang akan masing-masing pihak dapatkan, padahal disini 
belum jelas penghasilan dari bagi hasil mereka yang baru dilaksanakan itu 
nantinya akan dapat keuntungan apa kerugian.  
 
D. Ditinjau dari Aspek Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duku Dalam Hukum 
Islam 
Kajian hukum Islam sangat luas bukan hanya dibidang perekonomian saja 
tetapi dalam bidang pertanian dan juga perkebunan. Bidang dalam fiqh muamalah 
yang membahas tentang bidang pertanian ialah mużãra‟ah dan mukhabarah, 
sedangkan kerjasama dalam bidang perkebunan dalam istilah fiqh muamalah 
dikenal dengan musãqah. Allah menciptakan alam didalam nya mengandung 
banyak sekali kekayaan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Manusia sebagi 
makhluk Allah hanya bisa mengubah kekayaan tersebut menjadi barang kapital 
atau pemenuhan yang lain. Sumber daya alam diciptakan Allah untuk dikelola 
oleh umat manusia. Seluru isi bumi, secara sengaja diciptakan oleh nya untuk 
kepentingan dan kebutuhan manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah: 29 
ٔبًس غجس ٍْ إسف ءبًسنا ٗنا ٕ٘زسا ىث بؼًٛج ضسلاا ٙف بي ىكن قهخ ٘زنا ْٕ 
 ىٛهػ ءٙش مكث ْٕٔ دا 
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Ayat diatas menjelaskan, tanah merupakan sumber daya alam yang 
diperuntukan agar diola sehinggah dapat menjadi lahan produktif, dan 
memproduksi tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan.
78
 
Adapun kerjasama praktik bagi hasil antara pekerja dan pemilik kebun 
duku di Desa Celikah, jika dilihat dari kajian fiqh muamalah yaitu akad musãqah, 
antara lain dari segi rukunnya yaitu kedua belah pihak atau dua orang yang 
berakad yaitu penggarap dan pemilik kebun, objeknya merupakan kebun duku, 
buah yang harus dipanen adalah buah duku, pekerja yang dilakukan oleh 
penggarap adalah mengurus, merawat, menjaga, dan memanen buah duku. 
Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh 
dan berakal agar mereka dapat bertindak atas nama hukum, musãqah yang terjadi 
dalam masyarakat Desa Celikah sudah memenuhi syarat pemilik maupun 
pengelola adalah orang yang telah aqil baligh.
79
 
 Sedangkan syaratnya sudah jelas, berupa perkebunan duku yang harus 
dirawat, dijaga, diurus, dan dipanen oleh penggarap sedangkan pemilik kebun 
menyerahkan semua kepengurusan kebun dukun miliknya kepada penggarap. 
Proses yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik kebun sesuai kesepakatan 
bersama dan diatas dasar tolong menolong diantara mereka untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. 
 Pelaksanaan kerjasam pengelolaan kebun duku di Desa Celikah pun sudah 
memenuhi rukun musãqah yaitu: 
1. Pemilik lahan 
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Pemilik lahan pada praktik pengelolaan kebun duku yang terjadi di 
Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. 
 
2. Penggarap 
Pelaksanaan bagi hasil kebun duku sudah jelas didalam rukun, yang 
mana dalam melaksanakan kerjasama pengelolaan kebun duku ada 
pengelola atau penggarap
80
. 
3. Objek musãqah yaitu pemanfaatan kebun dengan hasil kerja penggarap 
berupa buah duku. 
4. Ijãb dan qabūl, didalam praktik musãqah yang mana telah dilakukan 
oleh masyarakat di Desa Celikah susah memenuhi rukun ijãb dan 
qabūl yang diucapkan oleh pemilik dan penggarap ketika kesepakatan 
itu dilaksanakan.  
Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan, jelas terlihat bahwa bagi 
hasil  pengelolaan kebun duku yang dilakukan masyarakat Desa Celikah ini tidak 
bertentangan dengan hukum Islam, karena bagi hasil pengelolaan musãqah dalam 
fiqh muamalah, yang sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hanya saja 
dalam kerjasama mereka perjanjian akad tidak dilakukan secara tertulis melainkan 
hanya dilakukan dengan lisan, atau bertemu antara kedua belah pihak dan tidak 
mendatangkan saksi dalam perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah 
SWT Yang berbunyi: 
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 ةبٚلأ لذؼنبث تربك ىكُٛث تزكٛنٔ ِٕجزك بف ًٗسي مجا ٗنا  ٍٚ ذث ىزُٚاذرراإُيا ٍٚزنا بٓٚبٚ
بًك تزكٚ ٌا تربكبئٛش ُّي سخجٚ لأ ّثس الله قزٛنٔ قحنا ّٛهػ ٘زنا مهًٛنٔ تزكٛهف الله ًّهػ  
(Q.S Al-Baqarah: 282)
81
 
 Ayat ini menjelaskan, bahwa orang yang berutang sendiri hendaklah 
mengucapkan utangnya dan tempo pembayarannya dengan cara imlak atau 
didekteka maka barulah juru tulis itu menuliskan apa yang telah di imlakkannya 
itu, dengan tidak merusak sedikitpun dari perjanjian dan jumlah hutang yang telah 
dikatakannya. 
 Allah SWT memerintahkan kepada kaum muslimin agar memelihara 
muamalah hutang-hutangnya yaitu barangnya dibelakangan tetapi uangnya 
dimuka yang menjual barang pada waktu yang telah ditentukan agar menulis 
sangkutan tersebut. Juru tulis adalah orang yang adil yang tidak memihak sebelah 
pihak saja. Hendaknya yang memberi hutang mengutarakan maksudnya agar 
ditulis oleh juru tulis dan tidak mengurangi sedikitpun hak orang lain demi 
kepentingan pribadi. Didalam ayat ini juga diterangkan mengenai akad perjanjian 
dimana kedua belah pihak sebaiknya mendatangkan salah satu saksi saat 
perjanjian itu dilaksanakan, firman Allah yang berbunyi: 
ذٛٓشأ ذٓشزسأ بجشُي ٍٚ ٕكٚ ىهَبف ىكن بَ شيأ مجشف ٍٛهجس شر ًٍي ٍرا ذٓشنا ٍي ٌٕض 
ءا لاا بًْ ذحا شك ززف بًْذحا مضزَا شخٖ         
(Q.S Al-Baqarah: 282)
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 Ayat ini juga menerangkan, bahwa orang yang hendak mengadakan 
hutang piutang hendaklah menghadapkan kepada dua orang saksi laki-laki muslim 
atau dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Kesaksian dua orang 
perempuan sama dengan kesaksian seorang laki-laki menurut Imam Malik dan 
Imam Syafe‟i. Jika diantaranya terlupa maka dapat diingatkan oleh orang yang 
lain yang diisyaratkan kepada perempuan.  
 Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua ayat ini menerangkan bahwa dalam 
hutang piutang atau transaksi yang tidak kontan hendaklah untuk dituliskan 
sehingga ketika ada perselisihan dapat dibuktikan. 
 Dalam kegiatan ini pula diwajibkan untuk dua orang saksi yang adil dan 
tidak merugikan pihak manapun, saksi ini adalah orang yang menyaksikan proses 
hutang piutang secara langsung dan dari awal. Menuliskan hutang piutang 
haruslah dengan jelas atas kesepakatan kedua belah pihak baik itu waktu dan 
jumlah hutangnya. Bagi yang tidak punya kemampuan dalam mengutarakan 
keinginannya dapat diwakilkan kepada walinya. Keadaan yang seperti ini 
diperbolehkan dengan syarat dengan ketentuan tidak adanya salah satu piahak 
yang merasa dirugikan.
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Sebagaimana yang telah dibahas oleh penulis sebelumnya tentang “Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duku 
di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan komering Ilir” maka 
penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Praktik bagi hasil pengelolaan kebun duku di Desa Celikah Kecamatan 
Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dilakukan dengan azas tolong 
menolong, dimana perjanjian bagi hasil di lakukan dengan cara 
kekeluargaan, yakni ijãb qabūl bagi hasil tersebut dilakukan secara ucapan 
saja oleh kedua belah pihak antara pemilik kebun dengan penggarap atau 
pengelola kebun duku sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun juga 
bagi hasil dari pengelolaan kebun duku tersebut pembagian hasil sudah 
ditentukan diawal perjanjian sesuai dengan kesepakatan kedua belah 
pihak. 
2. Jika dilihat dari praktik bagi hasil pengelolaan kebun duku berdasarkan 
tinjauan hukum Islam, maka para pemilik kebun dan pengelola kebun 
duku di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering 
Ilir tidak bertentangan dengan hukum islam, karena bagi hasil pengelolaan 
musãqah dalam fiqih muamalah, yang sudah memenuhi rukun dan syarat-
syaratnya. Hanya saja dalam kerja sama mereka perjanjian akad tidak 
  
 
dilakukan secara tertulis melaikan hanya dilakukan dengan lisan, atau 
bertemu antara kedua belah pihak dan tidak mendatangkan saksi dalam 
perjanjiantersebut. 
 
SARAN 
Dari kesimpulan diatas, mengenai praktik bagi hasil pengelolaan kebun duku, 
penulis memberikan saran sebagai berikut: 
1. Hendaknya perjanjian yang dilakukan secara lisan dirubah dengan bentuk 
perjanjian yang sifatnya tertulis karena memiliki perlindungan hukum 
apabila terjadi perselisihan dikemudian hari, serta hendaklah disaksikan 
oleh beberapa saksi, supaya memberikan jaminan hukum bagi kedua belah 
pihak. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan hal-hal yang tidak 
diinginkan. 
2. Hendaklah penggarap dan pemilik kebun duku saling jujur diantara kedua 
belah pihak agar tidak merugikan satu sama lain. Serta penggarap dan 
pemilik kebun duku memberikan jangka waktu dalam pengurusan kebun 
agar ada kejelasan, karena tidak merugikan salah satu pihak. 
3. Untuk masyarakat Desa Celikah agar terus meningkatkan kerjasama ini 
agar membantu menunjang perekonomian baik itu untuk masyarakat 
sekitar maupun untuk perekonomian masyarakat lainnya.
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DAFTAR WAWANCARA 
 
1. Apa mata pencarian penduduk Desa Celikah? 
2. Faktor apa yang melatar belakangi bapak menyerahkan kebun dukunya 
kepada orang lain? 
3. Kapan pembagian dari hasil kebun duku dilakukan bapak? 
4. Bagaimana sistem pembagian bagi hasil kebun duku antara pemilik kebun 
duku dan penggarap di Desa Celikah? 
5. Apakah pernah terjadi perselisihan selama berlangsungnya bagi hasil 
kebun duku ini? 
6. Bagaimana penyelesaian bila terjadi perselisihan antara pemilik kebun dan 
penyadap? 
7. Apakah ada ketentuan batas jangka waktu selama menggarapkebun duku 
bapak? 
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